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BAB 2_ . .
Optimalisasi Peran

Kecamatan dalam Pengawasan
Pengelolaan Aset Desa dan

Badan Usaha Milik Desa

Pengelolaan Aset Desa
Pendahuluan

Melahui UL No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UL Desa), pemerintah telah mele-
takkan Desa di posisi penting dalam rangka mendukung tercapainya misi Indo-
nesta yang berdaulat, sejahtera, dan bermartabar. lsd Nawacita ketiga yang berbu-
nyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka Negara kesatuan”, menunjukkan bentuk komitmen pe-
merintzhan Jokowi-JK dalam implementasi UL Desa untuk mencapai desa yang
maju dan sejahtera.

Salah satu perhatian p i terhadap p di desa di

dengan terus meningkatnya alokasi dana desa pada APBN, Pada APBN 2017, se-
luruh Desa akan mendapatkan total alokasi dana desa dari Rpé6d triliun unruk
74.954 desa. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rpl3,2 triliun atau sebesar 27.7%
jika dibandingkan dengan alokasi pada APBN-P 2016 sebesar Rp46,98 triliun.
Selain Dana Desa, terdapat pendapatan desa lain yang berasal dari APBD, yaitu
Alokasi Dana Desa mm).x Dana Bagi nml Pa]-k,rkmduu. Daerah, dan Bantuan
L dari intah provins/ &

Peninglatan dana desa dan pendapatan desa lainnya akan berdampak pada pe-
nambahan aset desa. Dengan itu, akan dibutubkan bentuk pengelolaan aset desa
yang lebih baik lagt sehingga pel dan kesejat keat akan terus
meningkat. Dengan demikian, salah satu langkah yang harus diambil oleh apara-
tur desa adalah lebih memahami teknis pengelolaan aset yang lebih baik. Semen-
tara itu, SDM desa dlhanphn mﬂ'nllkl ktnwnpum untuk nwnm aset dﬂz
yang dimiliki sehingga pa untuk }
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Pengelolaan Keuangan Desa
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Optimalisasi Peran Kecamatan
dalam Pengawasan Pengelolaan

Keuangan Desa

Pendahuluan

Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Kebera-
daannya tertuang dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Re-
publik Indonesia Tahun 1945 (sebefum perubahan):

“Dalam teritori Megara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende lan-
dschappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bal, nagari di Mi-
nangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan schagainya. Dacrah-dacrah itu

li dan oleh k hagai daerah yang
bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-
daerah istimewa tersebut, dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-
daerah it akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”

i susunan dapat di;

Beberapa pengaturan tentang Desa telah ditetapkan sepanjang sejarahrya:

L Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan
Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Dacrah;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk
Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudmya Daerah Tinghkat 111 di Selurubh
Wilayah Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
di Daerah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
dan

m oo

9. Undang-Undang Nomar 6 Tahun 2014 tentang Desa.
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Pengawasan
Pengelolaan Aset Desa
dan BUMDesa




	peran-kecamatan-cover.pdf (p.1)
	peran-kecamatan-bab2-1.pdf (p.2)
	peran-kecamatan-bab1.pdf (p.3)
	peran-kecamatan-bab1-1.pdf (p.4)
	peran-kecamatan-bab2.pdf (p.5)

